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ABSTRAK 

  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang 

Obat Wajib Apotek, menyatakan Obat Wajib Apotek yaitu obat keras yang dapat 

diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana ketentuan pembelian Obat 

Wajib Apotek di Indonesia dikaitkan dengan teori perlindungan hukum?, 2) 

Bagaimana tinjauan yuridis tentang perlindungan konsumen terhadap pembelian 

Obat Wajib Apotek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen? Metode penelitian yang digunakan Yuridis Nomatif 

dengan cara menganalisis permasalahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan penelitian yang peneliti 

lakukan ditemukan bahwa pembelian Obat Wajib Apotek di Indonesia diatur di 

dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang 

Obat Wajib Apotek. Pemerintah memberikan perlindungan hukum dengan 2 

sarana perlindungan hukum yaitu: 1) perlindungan hukum preventif, dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yaitu dengan pemenuhan hak-hak konsumen dan pelaksanaan 

kewajiban pelaku usaha. 2) perlindungan hukum represif, pelaku usaha yang lalai 

melakukan kewajibannya akan dibebankan tanggung jawab pelaku usaha sesuai 

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Tinjauan yuridis tentang perlindungan konsumen terhadap pembelian Obat Wajib 

Apotek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah 

memberikan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan kepada para pihak 

terkhususnya konsumen. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi 

konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya, sebagaimana tercantum 

di dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
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